BUPATI KUTAI TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 2 27 oo 20

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2012

BUPATI KUTAI TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (1), ayat (2) dan
ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, maka perlu disusun Rencana Kerja
—_ Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun;

b. bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendatian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja
Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten/Kota ditetapkan dengan
Peraturan Bupati/Walikota;

¢. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dan huruf b diatas, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012 yang ditetapkan dengan
Peraturan Bupati Kutai Timur.

Mengingat : L Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat,

Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan

i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik

-- Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia 1999 Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan L.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);




10.

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nontor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang- Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor
4578);

Peraturan Pemerintabh Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tabhun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Pemenntah Nomor 6 Tabun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemernintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Memteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012;

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2004
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;




Memperhatikan

Menetapkan

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 1 Tahun 2009
tentang Organisast dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat
DPRD Kabupaten Kutat Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor
1);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai
Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);

22. Peratwran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Talmm 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten,
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah
Lammnya Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tabun 2009
Nomor 3);

23. Peratwran Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 4 Tahun 2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan
Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 4);

24, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2009
tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran
Daerah Tahun 2009 Nomor 6);

25. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 36 Tahun 2011 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2011-2015.

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Tahvn 20]2;

2.  Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 33 Tahun 2011 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Propinsi Kalimantan Timur
Tahun 2012.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR TENTANG RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2012.

Pasal 1

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2012 adalah Rencana Tahunan yang merupakan penjabaran dari
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPIMD) dan mengacu
pada Rencana Keria Pemerintah (RKP), memuat rancangan kerangka
ekonomi daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja dan
Pendanaan, Kondist Umum, Sasaran, Arah Kebijakan, dan Program serta
Matrik Program Pembangunan Tahun 2012,

Pasal 2

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2012, selanjutnya merupakan dasar atau pedoman dalam penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2012.




Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran
Peraturan Bupati tni yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati im.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai
Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 52 csOUeroer 20y

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISRAN NOOR




